WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, telah diundangkan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah

dibidang Pajak Mineral Bukan Logam sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah perlu diubah dan
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049);

11.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I[I Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 01).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Padang Nomor 14).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2011 Nomor 8).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 %
(dua puluh lima persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya nya dalam Lembaran
Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 13 Agustus 2012

WALIKOTA PADANG,
ttd
FAUZI BAHAR
Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd
EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 7.



I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Padang telah menetapkan
enam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan tiga Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memuat
6 jenis Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan
Logam.

Pajak Mineral Bukan Logam adalah pajak atas
pengambilan/pemakaian mineral bukan logam dan batuan, baik dari
sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “ Tarif Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25
% (dua puluh lima persen)”.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tarif pajak Mineral Bukan
Logam dipungut 20 %, maka untuk memaksimalkan Pendapatan Asli
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut
maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 perlu diubah dan
disesuaikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 49.



